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BAB II

SISTEM PENGGAJIAN DI DINAS PERTAMBANGAN 

II.1  Sejarah Berdiri dan Perkembangan

Sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional dalam Pelita VI, yang berupaya untuk meningkatkan penerimaan devisa bagi negara dari sektor non migas, maka prioritas pembangunan akan berorientasi kepada sektor-sektor yang strategis dimana salah satunya yaitu sektor Pertambangan.

Sehubungan dengan itu maka secara nasional sektor Pertambangan merupakan sektor andalan yang diharapkan mampu menggalakkan sektor-sektor lainnya dalam bidang ekonomi dan kegiatan lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan pembangunan sektor ini secara realita berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta tata ruang suatu daerah.

Keberadaan Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur pada dasarnya adalah perwujudan dari kebijaksanaan Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II yang telah menetapkan Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur sebagai salah satu Daerah Tingkat II Percontohan.

Untuk memberikan landasan pijak bagi keberadaan Dinas-Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tersebut, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Lalu-Lintas dan angkutan jalan, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Tenaga Kerja, Pariwisata dan Kehutanan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

Menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1995 tersebut, telah diangkat pejabat-pejabat untuk menduduki jabatan struktural pada Dinas-Dinas Daerah dimaksud, antara lain dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK. 821.2/223/III/95, dimana telah diangkat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

Adapun maksud dari berdirinya Kantor Dinas Pertambangan Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit Kalimantan Tengah adalah untuk :

1. Dengan ditetapkannya Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur sebagai Daerah OtonomPercontohan, maka setiap dinas Daerah merupakan ujung tombak untuk memperoleh PAD yang dibutuhkan untuk kelancaran roda Pemerintahan dan Pembangunan.

2. karena subsidi dan bantuan dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi akan sangat terbatas, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten harus dapat memperlihatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi bahwa Dinas Daerah mampu meyelenggarakan urusan yang telah diserahkan.

3. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan dukungan jumlah personil dan dana yang memadai.

Sedangkan tujuan dari berdirinya Kantor Dinas Pertambangan ini adalah untuk mengembangan  kemampuan organisasi dinas pertambangan termasuk didalammya meningkatkan jumlah dan kualitas personil, perlengkapandan pembiayaan dan bertujuan untuk :

1. untuk pengupayakan meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

2. Perlu adanya kemauan politik dari pimpinan untuk memilih prioritas pembangunan yang diperlukan bagi peningkatan PAD serta perubahan pola pikir bahwa suatu dinas/Instansi lebih diperdayakan.

3.  Untuk meningkatkan kegiatan pertambangan yang mampu memberikan  sumbangan PAD yang besar dibutuhkan suatu upaya pengembangan pasar bahan galian.selama ini permintaan pasar adalah kebutuhan untuk membuat jalandan bangunan serta industri yang masih berjumlah terbatas. Sehingga  kegiatan penelitian, pendataan dan inventarisasi  bahan galian yang potensial termasuk pemetaannya merupakan suatu hal yang penting untuk menunjang upaya itu.

4. Salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan  dan meningkatkan  kegiatan pertambangan  adalah perlu adanya delagurasi prose perijinan, agar bisa cepat pengurusannya dan tidak ruwet, disertai berbagai rangsangan berupa insentif atau sebaliknya dis- insentif . agar calon pemegang izin pertambangan  mau mengurus ijin dan akhirnya membayar iuran dan pajak  yang diharapkan sebagai penyumbang PAD.

5. Mengembangkan sumber dan meningkatkan kegiatan pertambangan adalah meminta tambahan penyerahan urusan Rumah Tangga Daerah atau pelimpahan Tugas Pembantuan untuk berbagai jenis bahan galian dari Pemerintah pPusat atau Pemerintah Propinsi yang belum diserahkan.

6. Untuk mengatasi masalah usaha pertambangan tanpa ijin, pendekatanya menyeluruh (holistik), artinya kegiatan penertiban saebenarnya hanya satu sisi  saja dari upaya pengelolaan ,  dan dilaksanakan secara lebih manusiawi .selama ini kegiatan pertambangan tanpa ijin  berlangsung dan terus meluas, karena  lapangan kerja disektor lain sudah semakin sempit. 

II. 2.  SISTEM PENGOLAHAN PENGAJIAN

 Sistem pengolahan penggajian memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Karena dalam sistem  pengolahan penggajian yang baik  akan dapat memperlancar segala kegiatan yang ada dalam  organisasi.


       Sistem pengolahan penggajian di Dinas Pertambangan masih dikerjakan secara manual. Laporan-laporan penggajian belum di komputerisasikan. Sedang informasi yang dibutuhkan tentang pengolahan data penggajian terus berkembang.



Bagian penggajian di Dinas Pertambangan setiap bulan melaporkan kegiatan-kegiatan penggajian yaitu menyiapkan  laporan penggajian. Laporan penggajian yang ada antara lain :

1. Struktur gaji pengawai

Laporan  ini adalah laporan gaji tiap  pegawai. Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui gaji tiap pegawai secara rinci.

2. Daftar gaji pegawai .

Daftar ini merupakan daftar gaji pegawai tiap golongan. Satu daftar yang dihasilkan adalah seluruh gaji pegawai menurut golongan.

3. Daftar tunjangan pegawai.

3.1. Daftar tunjangan pangan.

Daftar ini adalah daftar tunjangan dari pemerintah untuk keluarga pegawai berdasarkan cacah keluarga . tunjangan ini adalah tunjangan beras yang diwujudkan uang.

3.2  Daftar tunjangan operasional.

Daftar  ini adalah daftar tunjangan atas penghargaan kepada pegawai karena bekerja  berdasarkan tingkat golongan. 

4. Tabel Gaji Pokok.

Tabel ini merupakan tabel gaji pokok pegawai bedasarkan masa kerja golongan dan tingkat golongan.

5. Tabel Jabatan.

Tabel ini merupakan tabel jabatan disertai tunjangan jabatannya.

6. Mutasi jabatan.

Setiap waktu  diperlukan mutasi jabatan karena tidak ada pegawai yang memangku jabatan untuk selamanya. Ini dimaksudkan agar pegawai bisa melakukan pekerjaan apa saja dan dimana saja ia ditempatkan.

7. Mutasi golongan.

Mutasi ini berisi mutasi pindah pangkat.  

Semua daftar yang dihasilkan dikerjakan secara manual. Oleh karena itu sistem penggajian yang baik sangat diperlukan untuk kemajuan kantor. Dengan alat bantu informasi yang canggih dan modern yaitu komputer maka akan dihasilkan informasi tentang penggajian yang baik di Dinas  Pertambangan.

II.3.  GAJI.

          Gaji merupakan salah satu hak pegawai dan balas jasa atau perhargaan atas hasil kerja seorang pegawai. Tujuan diberikannya gaji keapda seorang pegawai adalah agar pegawai tersebut dapat hidup layak bersama dengan keluarganya dari gaji yang diperolehnya. Sehingga pegawai tersebut dapat memusatkan pikiran dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.


Istilah-stilah yang digunakan dalam menghitung gaji pokok adalah Jumlah kotor =  gaji pokok + Tunjangan keluarga

         Jumlah Penghasilan kotor = Jumlah kotor + tunjangan prestasi  + Tunjangan PPH

Jumlah bersih = jumlah penghasilam kotor – jumlah potongan.

         Jumlah yang harus dibayar = jumlah bersih – jumlah potongan lain.

 Komponen –komponen gaji antara lain :

1.  Gaji pokok

pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan  / ruang yang di tetapkan untuk pangkat itu.

2.  Tunjangan keluarga

tunjangan ini diberikan kepada pegawai disamping gaji pokok. Besar tunjangan

keluarga adalah 16 % dari gaji pokok.

3.  Tunjangan pokok penghasilan  ( pph).

 Tunjangan pph merupakan kebijaksanaan perusahaan/ pemerintah  agar terjadi keseimbangan gaji karena nantinya ada potongan pph. Besar tunjangan pph adalah 9.5 % dari gaji kotor.

4.  Tunjangan prestasi pegawai berdasarkan tingkat jabatan dan golongan.

5.  Potongan .

· pajak (pph) : 9.5 % * jumlah kotor

· sewa rumah dinas atau perusahaan : tergantung masing-msing pegawai.

· Cicilan pinjaman : tergantung masing-masing pegawai.


Potongan lain:

· korpri :

· porkes :

· darma wanita :

contoh

Nama Pegawai  
: alexsandra .

Status pegawai
: pegawai negri.

Golongan

: III/d.

Mkg


: 8 th

Gaji pokok 

: Rp. xxxxxxxx

Tunjangan prestasi
: Rp. xxxxxxxx

 Sewa rumah 

: -

Cicilan pinjaman 
: Rp.xxxxxxxxx

Korpri 


: Rp.xxxx

Darma wanita 

: Rp.xxxx

Porkes


: Rp.xxxx

Perhitungan :

Jumlah kotor =  Gaji pokok + tunjangan keluarga


                            = Rp.xxxxx + ( 16 % * gaji pokok )


jumlah penghasilan kotor = jumlah kotor + tunjangan prestasi + tunjangan pph


                                          = Rp.xxxxxxx+ Rp.xxxxxx + (9.5 % * jumlah kotor ).

         Jumlah bersih = jumlah penghasilan kotor – jumlah potongan.



                = Rp.xxxxxxx – Rp.xxxxxx

Jumlah potongan lain = korpri + porkes + darma wanita .

            = Rp.xxxx + Rp.xxxx + Rp.xxxx


jumlah yang harus dibayarkan = jumlah bersih – jumlah potongan lain.

=  Rp.xxxxxxx – Rp.xxxxxx






= Rp.xxxxxxx.

D.   Susunan Organisasi Kantor Dinas Pertambangan Tingkat II Kotawaringin    Timur Sampit 

1.  Kepala Dinas




: Drs. Ronni. R . Mankin, Ms.

     NIP. 010.071.991 (IVa)

2.  Kasub bagian tata usaha


: Timan Ruhan, SH.


NIP. 010.162. 617 (IIIb)

3.  Kasi penataan Wilayah dan Konservasi 
:  Nur Hidayat,SE.


NIP. 010.191.999 (IIIc)

       4.  Kasi Pengusahaan



: Drs. Kundit U Djunas.


NIP. 530.007.362 (IIIc)

       5.  Kasi Pengawasan



: Mardjoeki. S.


NIP. 010.076.935 (IIIb)

       6.  Kaur Kepegawaian



: Siti Rahmaniar, Ba


NIP. 010.182.254 (IIIa)

       7.  Kaur Keuangan



: Angkintes Adhiguna Assan.


NIP. 530.007.733 (IIIa)

    8.  Kaur Umum



:  Muhamad Nafarin.D.

         NIP. 530.003.934 (IIIb)

   9.  Kasubsi Inventaris dan Pemeteaan

: Munir Lada, SmHK.


     NIP. 530.002.078 (IIIb)

  10. Kasubsi Tata lingkungan dan Reklamasi
: Aminudin. A . Karim.

 
     NIP. 530.003.947 (IIIb)

  11. Kasubsi  Statistik dan Pelaporan

: Bakhrin Noor.


     NIP. 530.003.934 (IIIb)

  12. Kasubsi Distribusi



: Djohransyah HM, Bsc.

  
     NIP. 530.003.934 (IIIb)

  13. Kasubsi  Bimbingan dan Pengolahan
: Tugas, SE .


     NIP. 530.008.638 (IIIb)

 14. Kasubsi  Pengawasan Pengusahaan
: Mathias M. Rambung .

 
    NIP. 530.003.685 (IIIb)

15. Kasubsi  Pengawasan Dampak Lingkungan  
: Asianto B. Minggu.

      & Keselamatan Kerja

      NIP. 530.004.229 (IIIb)

16. . Kasubsi  Tata cara Pertambangan

     : G.H Edwar Doddy, S.Sos

        NIP. 010.228.505 (IIIb)

Adapun bagan struktur organisasi Kantor Dinas Pariwisata Tingkat II Kabupten Kotawaringin Timur Sampit Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTAMBANGAN DAERAH Tk. II

KOTAWARINGIN TIMUR SAMPI




          


Gambar 2.1 : Struktur Organisasi.
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